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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum Sesuai Nilai Pancasila”. Saya menyadari bahwa tanpa
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi
saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya
mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan pembaca.

Buku ini akan mengulas dalam rekonstruksi hukum yang
mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum terutama yang berkaitan dengan implementasi
keadilan Pancasila. Sehingga regulasi yang mengatur tentang
pengadaan tanah dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak
pemilik tanah demi terwujudnya keadilan sesuai cita-cita bangsa
Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya
berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan
membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia Tuhan yang ultra essenstial bagi
kehidupan, khususnya kehidupan manusia, mengingat sebagian
besar kehidupan baik dariaspek sosial, budaya, ekonomi, dan
politik bergantung pada tanah. Tanahjuga mempunyai nilai
kerakyatan sehingga baik dalam pembuatan kebijakan,
pengambilan keputusan maupun penerapan kebijakannya perlu
dilakukan dengan cara musyawarah tanpa keputusan sepihak,
tanpa ada tekanan fisik, senjata, penganiayaan tubuh, perusakan
harta, tekanan moril, ancaman keamanan dan sebagainya. Di dalam
tanah juga terkandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan
memihak pada rakyat. Nilai-nilai tersebut merupakan grund norm
atau norma dasar bagi bangsa Indonesia untuk bertindak dan
berperilaku serta untuk dijadikan pedoman dan landasan bagi
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Selain itu
tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan karena merupakan komoditi yang mempunyai nilai
ekonomi yang tinggi guna kesejahteraan rakyat. Karena
kegunaannya yang sangat strategis danketersediaannya terbatas,
maka sering kali terjadi perselisihan penguasaan dan pemilikan
tanah.

Sebagai sumber daya alam yang memiliki peran penting
dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Penggunaan
tanah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat harus
didukung dengan pelestarian yang baik, agar tanah serta ekosistem
yang ada didalamnya tidak mudah rusak atau punah. Mengingat
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PANCASILA SEBAGAI
LANDASAN BANGSA
DAN NEGARA

Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Bangsa

Pancasila merupakan sebuah sistem nilai yang digali dari
nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai
luhur Pancasila tersebut telah tertanam dalam pribadi
masyarakat bangsa Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan
nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian dipelajari dan
dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang disebut
Pancasila. Konsep perumusan Pancasila sendiri mempunyai
sejarah yang panjang sampai akhirnya dijadikan sebagai akta
pendirian Negara Indonesia dan “Staat fundamental norm.”
Secara etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu
“panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti dasar.
Pancasila terdiri dari lima sila/dasar, yang mana setiap sila
saling berkaitan satu sama lain.

Pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Syikkikan, Kumakici
Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Cosakai
atau biasa disebut Badan Penyelidik Usaha -Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPKI) yang diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman
Wediodiningrat. Sidang BPUPKI dibagi dalam dua periode,
sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan sidang
kedua dari tanggal 10 Juli 1945-17 Juli 1945.

Istilah Pancasila lahir dari gagasan Presiden pertama
Indonesia, Ir. Soekarno pada saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni
1945. Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai
lima hal yang menjadi dasarnegara merdeka, yaitu:



BAB
PANCASILA DALAM

PARADIGMA
PEMBANGUNAN

A. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan.

Kata paradigma berasal dari Bahasa Inggris “paradigma”
yang berarti model, pola atau contoh. Paradigma juga berarti
suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai,
metode-metode, prinsip dasar atau cara pemecahan masalah
yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila merupakan
sebuah paradigma, dikarenakan Pancasila dijadikan sebagai
landasan, acuan, metode, nilai dan tujuan yang ingin dicapai
dalam program pembangunan. Pancasila berisi anggapan-
anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang
berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasi-hasil
pembangunan nasional.

Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus
memiliki paradigma Pancasila dalam merumuskan apa yang
menjadi tanggung jawabnya dalam mensejahterakan serta
memberikan keadilan kepada masyarakat. Negara dalam
mengambil  kebijakan guna menjawab  permasalahan-
permasalahan yang ada harus memiliki paradigma Pancasila
dalam mengambil sudut pandang guna menjalankan
kewenangannya.

Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka berpikir,
kerangka bertindak, acuan, sumber, tolak ukur, parameter, arah
dan tujuan. Pancasila sebagai suatu paradigma merupakan
sesuatu yang dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur,
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BAB
TEORI KEADILAN

Asas, nilai dan norma merupakan suatu hierarki, asas
merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma
hukum dan merupakan kaedah yang fundamental serta menjadi
pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu sistem hukum
yang dirumuskan menjadi aturan- aturan perundang-undangan.
Asas (Principle) memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan oleh
pembentuk undang-undang dalam pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan. Sedangkan nilai tidak berhubungan secara
langsung terhadap norma. Nilai (Value), kata nilai merujuk pada
sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.
Nilai merujuk pada suatu yang diupayakan untuk tercapainya,
dijunjung tinggi, dan dipertahankan bersama oleh suatu kelompok
orang-orang ataumasyarakat.

Salah satu tujuan dari pada adanya hukum adalah untuk
mendapatkan keadilan, di samping kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Keadilan setidaknya dapat dibedakan
menjadi tiga jenis. Jenis pertama yaitu keadilan umum atau
keadilan legal yang berarti keadilan yang berdasar undang-undang
yang harus ditunaikan demi kepentingan umum,sekaligus pada
saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai
individu. Apa yang disebut keadilan itu adalah apa yang menjadi
keinginan publik atau negara, tetapi juga yang dikehendaki setiap
warga negara.
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BAB

PENGADAAN TANAH

A. Sejarah Pengadaan Tanah

70

1. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pengaturan masalah pengambilan tanah untuk
kepentingan umum di Indonesia sudah ada sejak zaman
kolonial Belanda. Padazaman ini dikenal adanya prosedur
pencabutan hak dan prosedur pembebasan hak atas tanah
yang diatur dalam dua peraturan. Peraturan pertama yang
termuat dalam  Gouvernements  Blesluit — (Keputusan
Gubernur/Pemerintah) tanggal 1 Juli 1927 Nomor 7 (Bijblad
Nomor 11372), dan yang termuat didalam Gouvernements
Besluit (Keputusan Gubernur/Pemerintah) tanggal 8 Januari
1932 Nomor 23 (Bijblad 12746) sedangkankan peraturan
kedua adalah Onteigenings Ordonnantie yang termuat
didalam Staatsblad Nomor 574 Tahun1920.

Peraturan perundang-undangan yang pertama,
mengatur tentang pembebasan tanah yakni mengatur
tentang perolehan hak atas tanah secara dua pihak artinya
dilakukan pertemuan kehendak kedua belah pihak
(musyawarah) yaitu pihak yang menghendaki tanah dan
pihak lain adalah pemilik tanah tersebut. Apabila persetujuan
kedua belah pihak tidak menghasilkan kata sepakat atau
karena adanya suatu keberatan besar yang tidak dapat diatasi
dalam persetujuan tersebut, maka digunakan peraturan yang
kedua, yaitu Onteigenings Ordonnantie(ordonansi Pencabutan
Hak Atas Tanah) yaitu pengambilan hak atas benda (tanah)
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